
54 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1.  Adapun peran Dinas Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan izin 

secara sepihak yang dilakukan oleh masyarakat di kota Gorontalo Belum 

sepenuhnya di Berjalan dan belum terealisasi dengan baik dilihat dari 

banyaknya bangunan gedung yang melakukan penyalahgunaan izin fungsi 

secara sepihak di Kota Gorontalo 

2.  Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin 

bangunan, yaitu : 

 Tingginya biaya  

dalam hal pengurusan administrasi pengalihan fungsi bangunan 

masyarakat menilai bahwa biaya yang dipatok sangat tinggi dan 

masyarakat lebih memilih untuk tidak mengurus izin penambahan fungsi 

  Proses pengurusan administrasi yang rumit  

Berbelit belitnya proses pengurusan pengalihan fungsi bangunan adalah 

satu dari sekian banyak alasan, Masyarakat menilai bahwa lebih baik 

tidak mengurus izin dari pada harus berhadapan dengan administrasi yg 

berbelit belit dan lama  
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 Ketidak tahuan dalam hal perizinan 

Masyarakat kebanyakan belum tahu atau awam dalam hal  fungsi fungsi 

bangunan, Masyarakat menilai dalam hal pengalihan fungsi bangunan 

tidak ada yang di ganti atau di tambah 

 Kurangnya kesadaran masyarakat 

Dalam hal menaati peraturan yang telah ada perlu adanya kesadaran dari 

masyarakat dalam hal menertibkan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi 

pada umumnya banyak yang telah mengetahui tentang peraturan tapi tidak 

menaati aturan tersebut 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagi berikut: 

1. Sebagai Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengawasan bangunan 

multi fungsi, wajib turun dan melakukan sosialisasi di beberapa tempat agar 

supaya masyarakat yang tidak tahu bisa menjadi tahu tentang peraturan yang 

telah ditetapkan 

2. Perlu penambahan personil-personil bagian pengawasan sehingga Dinas Tata 

Kota dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik dan efisi 

3. bukan hanya itu, Dinas Tata Kota Gorontalo juga harus memperbanyak studi  

banding ke Daerah-Daerah yang lebih maju penataan kotanya. 
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sehingga dengan melakukan studi banding tersebut, pemerintah terkait akan 

mampu mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada di dinas tata kota 

Gorontalo itu sendiri 
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